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Abstrak
 

Lembaga Kepresidenan adalah suatu lembaga yang sangat strategis dalam menentukan perjalanan kehidupan

bangsa dan negara. Praktik lembaga kepresidenan dalam kehidupan ketatanegaraan yang sesuai dengan

konstitusi, norma-norma hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi akan berakibat terciptanya kehidupan

bangsa dan negara yang demokratis dan konstitusional. Sebaliknya, praktik lembaga kepresidenan yang

menyimpang dari konstitusi akan berakibat memburuknya sistem kehidupan bangsa dan negara. Dalam

praktik ketatanegaraan di Indonesia, kinerja lembaga kepresidenan pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan

era Reformasi di bawah kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) cenderung terjadi beberapa

penyimpangan substansi konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Pada masa Orde Lama kehidupan politik

belum mampu beijalan sebagaimana mestinya, karena Negara Indonesia masih dalam kondisi peijuangan

untuk mempertahankan kemerdekaan. Presiden Soekarno dalam menyelenggarakan pemerintahan

melakukan beberapa penyimpangan yakni; konsepsi ideologi Pancasila diubah dengan konsepsi Nasakom;

pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menyebabkan terpusatnya kekuasaan di tangan Presiden; dan pimpinan

lembaga tinggi negara diangkat sebagai Menteri yang berarti menjadi pembantu Presiden. Pada masa Orde

Baru di bawah kepemimpinan Soeharto, pada awalnya berjalan sesuai dengan komitmen yaitu melaksanakan

Pancasila dan UUD 1945 secara mumi dan konsekuen. Namun dalam kenyataannya, Soeharto mempunyai

ambisi yang besar untuk mempertahankan kekuasaannya. Akibatnya terjadi pemusatan kekuasaan di tangan

Presiden, sirkulasi politik (Pemilu) tidak bisa berjalan secara fair, lembagalembaga tinggi negara tidak bisa

menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, peran sosial politik TNI yang sangat dominan, dan

merajalelanya praktik KKN yang berakibat munculnya krisis multidimensional. Pada era Reformasi (Gus

Dur) yang diharapkan mampu mengatasi konflik dan menyelesaikan krisis multidimensional, justru

sebaliknya yaitu menambah permasalahan yang tidak dapat diterima oleh sebagian besar rakyat Indonesia,

yakni dengan menerbitkan “Dekrit Presiden yang berisi membekukan DPR/MPR" sehingga Presiden

Abdurrahman Wahid dilengserkan dari kursi kepresidenan melalui Sidang Istimewa tahun 2001.

Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan kinerja lembaga kepresidenan tidak stabil, hal ini

juga disebabkan antara lain belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur lembaga

kepresidenan dan yang paling dominan adalah ambisi Presiden untuk mempertahankan kekuasaannya.

Untuk menghidari terulangnya penyimpangan-penyimpangan konstitusi tersebut, perlu dilakukan

langkahlangkah perbaikan seperti; dalam pemilihan Presiden, calon Presiden harus betul-betul putra bangsa

yang terbaik dan mempunyai sifat-sifat kenegarawanan yang tinggi, gagasan membentuk undang-undang

lembaga kepresidenan harus segera diwujudkan, dan UUD 1945 yang telah diamandemen harus

dilaksanakan secara konsisten.
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